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Abstrak 

Perkembangan modus dari tindak pidana pt:r(!daran narkoba di Indonesia 
saat ini telah menunjukkan skala luas dan menjadi l~bih canggih, sehingga sangat 
sulit untuk membuktikannya. Salah satu metode untuk mengungkap kejahatan yang 
terorganisir dalam peredaran narkoba ini adalah, dengan menggunak:an peran 
seorang "Whistleblower" atau "Justice Col!aoorator ", yang dapat membantu 
mengungkap modus dari tindak pidana peredaran narkoba agar mudah. Sayangnya, 
pelapor atau kolaborator dalam kasus peredaran narkoba di Indonesia belum 
menerima perlindungan hukum maksimal; karena itu, orang-orang yang ingin 
mengekspos kejahatan dan siapa yang berhak untuk mendapatkan penghargaan atau 
malah rnendapatkan teror dan itimidasi, bahkan ancaman pembunuhan dari pihak 
jaringan peredaran narkoba yang dilaporkan sebagai gantinya di Indonesia. Hukum 
normatif, berdasarkan UU No.13 Tahun 2006, tentang Sak:si Korban belum 
mendapat perlindungan hukum yang maksimal. Hal yang sarna berlaku untuk 
SEMA No.4 Tahun 2011; pelapor dan kolaborator hanya menerima keringanan 
hukuman dari hukuman. Dengan ditiupnya pluit oleh seorang "Whistleblower" 
atau "Justice Collaborator" pada saat itu juga sistem peradilan pi dana atau 
Criminal Justice System atau yang disingkat/CJS, yang ada di Indonesia yaitu 
berupa, perangkat Undang-undang dan Perangkat penegak hukum seperti polisi, 
LPSK, Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan, Advokat, Lembaga Pemasyarakat serta 
lembaga yang terkait lainnya sudah seharusnya bekerja, guna mencegah polemik 
hukum dan polemik: kebijakan bagi proses penegakan hukum serta untuk 
melindungi "Whistleblower" a tau "Justice Collaborator" sebab kalau tidak 
"Whistleblower" atau "Justice Col/aboral or" yang meniup pluit tadi bisa 
terancam bahaya, karena dibelakang punggnung "Whistleblower" atau "Justice 
Collaborator" tersebut sudah ada puluhan a tau ratusan orang yang sudah siap 
untuk menghentikan tiupan pluit dari "Sang Whistleblower" atau "Justice 
Collaborator". Perlindungan hukum yang ideal adalah dengan memberikan reward, 
penghargaan, dan perlindungan dari sernua bahaya yang akan mungkin terjadi. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Whistleblower; Justice Collaborator. 
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Abstract 

The development modes oferande of d ·z·2; Lmjjicking in Indonesia has 
demonstrated broad scale and become more sophisltcctled, so it is ve1y difficult to 
prove. One method for uncovering organi::ed CFime in drug tmfficking is, by using 
the role of a "whistleblower" or ''Justice Collaborator", which can help uncover the 
mode of drug trafficking a criminal offens;! to be easy. U1~[ortunately, reporter or 
collaborators in the case of drug trafficUng in h1dunesia has not received the 
maximum legal protection; TherefiJre, people i1-ho want to expose crime and who is 
entitled to receive an award or even get terror and itimidast, even death threats 
from the drug distribution network were reported in indonesia instead. Normative 
law, under Law 13 of 2006, on the Victim Witness had not received fhe maximum 
legal protection. The same goes for 4 St.""'MA 2011; complainant and collaborators 
only receive leniency fi·om punishment. With the whistle blew on by a 
"whistleblower" or ''Justice Collaborator" at that time the crimina/justice system 
or the Criminal Justice System or abbreviated/CIS, in Indonesia in the form, the 
laws and law enforcement tools such as the police, the Agency, Public Prosecutor, 
Courts, Advocate, correctional institutions and other relevant agencies should 
work, in order to prevent legal debate and polemic policy for law enforcement 
process and to protect the "whistleblower" or '~Justice Collaborator" because 
otherwise "whistleblower" or '']u<;tice collaborator "who blew the whistle had been 
able to be in danger, because behind punggnung" whistleblower "or" Justice 
Collaborator "is already there are dozens or hundreds of people who are ready to 
stop blowing the whistle on" the Whistleblower "or" Justice Collaborator ". Legal 
protection is ideal, with reward, rewards, and protection from all the dangers that 
will likely happen. 

Keywords: Legal protection; whistleblower; Justice Collaborator. 
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